
cUBERll-dR NUSA TENGCARA Tni-rrR

PERATURAI{ GUBERT{UR NUSA TENGIGARA TIuUR
NOMORaB TAIiUIiT 2016

TENTANG

PEiiYAMPAIAii I.APORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAI{MAT TUTIAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Menimbang: a. barhwa unluk rnerrdukung Lerwujudrr-va Aparatur Sipii

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Aparatur
Sini! I.\l,.oor.n .{i !i-61.!rn446 Db,-6';,rr^}. Dr^t,in-i I\Trr^^rr i r-iiiaiiiiLciii t-iUViiiiri .ii i-iiiii
Tenggala Timur untuk melaporkan harta kekayaannya
kepada Pimpinan lnstansi secara periodik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf ,a, perlu menetapkan Peraturan
Crrh+r'nrrr tat.ta-r' par.,aana.ian I a-^-^- LI.,'i",I vrrJurirP(1i!i.i i,liijuiqrr

Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di
Lingkungan Pemerintatr. Provinsi Nusa Tenggara Timrrr.,

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenrrrrrrc Rqr-ct rlr- Nhrco Tananara Tirn'rr fT amh-.--t rrti..ii iL!tiirj!:: \rir

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 11S,
Tam^lsah^a.n^ Ir-m^hacan Ne.ga.ra^ Rep'.:.ti^ik Ln,Crsr,..-s-,^a

Nomor i549);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
p1nr-r4'l4n q'1r4 !-a Nnrr,:12 rranq FL'rsil-r .ie'1 R.-hac .lariJ s.^tf 

-ur 
ri!:

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
i,cmbaran iicgzrra Rcpubiik in<ioncsia iiorror 3851);

3. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2002 tentang Komisi
Perrrberantasan Tirrdak Pidana Koiupsi (Lembaraii
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia
\Tnmnr , D (,'\\.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang,
Fcrlcrirriairarr Dacrair (i.crl'uararr iicgara Rcpu'uiik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
N egzrra F-epublik lndorresia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa ka,li terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pen-rbahan Kedua
Aias Urrdang-UrrdaltB Norrror 23 Tahurr 2014 Lcrrtarre
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
r\r-^^r^ Da^,,kr;t. I^,-t^^--i,, lt^-^- <azor, /

Menglngat :



tIE&IUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERIIUR TENTAilc pEtrrAlIpAIAN
LAPORAH I{ARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah acialah Provipsi Nusa TenggaLra Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Inspektorat a<ialah InspekL<.rrat Pr<-rvinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai llegeri Sipil dan pegawai pemcrintah dengan perianjian i(erfa
yang bekerja pada instansi pemerintah.

.5. Pegawai Negeri sipil yaqg selanjrrtnya disingkat pNS adalah warga negara
lndonesra yarg mcmenuhr syarat [crlentu, drangkat sebagai pegawar ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
iabatan pcmcrintahan.

6. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Wajib Lapor
LHKASN, istri/suami dan anak yang masih dalam tangung.an.

7. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kakayaan ASN yang
I;r,,^^^1.^^ n^t^- t^--rrl;- t LI cr\r .,^*^ui iij.ii igiiiii i uiiiaim rvr'rq ,-,." ditetapkan oleh Kcmcntcrizi;i
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

8. Laourarr Har ta Keka-vaarr Pcr.vclenggar a ir*egara darr pNS aLttu -varrgselanjutnya disebut LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara dan pNS yang diwajibkan bagi penyblenggara
IYegara dan PI,IS sesuai ketentuan peratuian perundang undangan.

9. Wajib Lapor LHKPN adalah wajib lapor LHKPN sesuai Undang_Undang
Nornor 28 Taliun i999 tentarlg perleleng*ai.a Negara 5rarrg Bel.sii, tiaii
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

10, Wajib La.por LHKASN'adalah setiap pejabat Eselon III, ry, V cli lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara, Timur yang bukan Wajib l,apor
LHKPN.

BAB Ii
PBNYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

APARATUR SIPIL NECARA

Pasal 2

(1) seliap pejabaL Eselo, Iii. iv. v cii lingkurgarr Ferrrcri,Lah provirrsi Nusa
Tenggara Timur yang bukan Wajib Lapor LHKpN merupakan wajib lapor
LHKASN.

Setiap Wajib Lapor LHKASN sebacaimana <iimaksud pada ayat
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan kepada Gubernur :

a. I (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau
dan

I
b. I (satu) bulan seGlah berhenti dari jabatan. /'_

I1) wa_iib

procrosi;

r-ll



tJt

(4)

Gubernur dapat meninjatr kembali (penundaan/pembalalanl
pengangkatan Wajib Lapor LHKASN dalam jabatan struktural/ fungsional

^p^bil^- 
y,.r.g bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaia n

I IJL'AqINI

pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang harta
kcka-vaatr ASN tii-ial-uiri hukurnarr disiulirr scsUai cierrgart Pcr'aiul arr

Pemerintah Nomor 53 'I'ahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negcri Sipil'

Pasal 3

Formulir LIIKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

rliserahkan oleh Tirn Pengelola LHXASN kepada wajib Lapor LHI(ASN

lingkup Pemerintah Provinsi paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan
atalu mutasi atau berhenti dari jabatannya dan diperbaharui setelah 2
iduai iahurr dalarrr jabalarl varrg sarlla.

pormulir LHKASN'sebagairnana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi oleh

Wajib Lapor L.HKASN dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan
peiunjuk' pengisian dengan dilampiri fotocopy akta/ bukti/ surat
L.p"*itit ..t haita kekayaan yang dimitiki dalam rangkap 2 (dua), leng3n
i (satu) for.utulir LHKASN asli ciisa,rpaikarr keoada Giibertiur irteialui Tirtr
pengelola LHKASN dan I (satu) foto copy formulir LHKASN disimpan oleh

Pegawai ASN Yang bersangkutan.

Formulir isian LHKASN asli beserta fotocopy akta/ bukti/ surat
kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

d'isaml-raikan palitlg Iarrlbat:

a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan;

b. 1 (satu) bulan sctclah pciaba.L scbagaimana dimalisud dalam Pasal 2

ayat (1) diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan

c. 1 {satrr) bulan setelah berhentj qlari jabatan'

Pasal 4

Uniuk efektifitas pelaksanaan LHKASN- Gubernur membentuk Tim

Pengelola LHKASN derg., susunan keanggotaan sebagai berikut:

Fertgarair

Ketua

Sekretaris

Arrggota

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi
Nusa Tengsala Tinlur

Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Kepaia Biro Hukuni Sekretariat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

2. Sekretaris Inspek-to:at Provinsi Ntlsa Tenggara Timr-lr

3. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi
Nusa Tenggara Timur

(1)

(21

(3)

t1l

4. Inspektur Pembantu
Nusa Tenggara Timur

Inspektur Pemban iu
Nusa Tenggara Timur

Wilayah II InsPektorat Provinsi

Wilayah III Inspektorat Provinsic,

5. Inspektur Pembantu Wilay'ah IV Inspektorat Provirtsi

Nusa Tenggara Timur

Kepaia Bagian Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum
Seir'ettri iri oaer ilii PI ovirlsi iiusar Terigga ta Tirtur f-

7.



i)\ SckrcLariat Tirrr Ferrccioia LH KASIi sebagairtrarra dirrraksud uatla avaL f I )

bekedudukan di Inspektorat.

Pa sa] 5

Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai
tugas sebagai benlo-rt :

a. menyerahkan Formulir LHKASN kepada Pegawai ASN paling lama 2
(dr-ra) brrlan setelah ditetapkan atan mutasi atau berhenti dari jabatannya
tiarr ci ii.rcr 'uuiitrr ,.ii se'r-cittii 2 (ciua) 'tairtirr rlttielii jabertari y.1rig sarlial;

b. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan
tugas kepada Guler-nur mela-lui Sekretaris Daerah dengan menrberikan
tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi; dan

('. tiieiakukart (luktrricrtiasi atas LHi(ASN vaiix' iclalr tiilcr irrra Gul-rsr r'tur.

BAB III

PENYELEI\{GGARAAN LAFORAN HARTA KEKAYAAN

APARATUR SIPIL NEGARA

Pa sai fr

(1) Setiap unit yang menangani urusan kepegawaian pada setiap SKPD
'irrrfrcqp ?enirt rrftzt\r ?rvlrrt's, rrrtr-crpzt'xzrrr 'rrtrcry rrattn 'r-H'KA$1\ tr':{r:rrrr
rangka pelaksanaan tugas penyampaian LHKASN kepada Gubcrnur.

(2) Dalam menyelenggarakan penyarnpaian l,aporan Harta Kekayaan W:rjib
--1---- ^LrID - ---.- - 1-DaP\Jt l,t lA.lr)1\, lrLlucl rlul ualr.rL IrlclluBcli)^dtl a1rlr LtlllLll! .

a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Gubernur oleh
Wa-iib Lapor:

b. berkoordinasi dengan setiap koordinator dalam rangka melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;

^ --l-1..,1--- 
,,--i{:1,^-i ^+^- l'-."^i^-^- I LIIIAC}\T -.^-^ ,.1:-^'a-^i1-^-q rqo AvvvqJqr ]qrr6 qrrqrrrPqr^.ur

kepada Gubernur;
d. melakukan klarifrkasi kepada Wajib Lapor jika verifikasi yang

cjiiakukan sebagaimana ciimaksuci pacia huruf c, menginciikasikan
adanya ketidakwaj aran ;

e. rnelakukan pernerihsaan dengan tujuan tertentu, jika hasil l<larillkasi
sebagaimana dimaksud pada huruf d, juga mengindikasikan adanya
ketidakwajaran; dan

f. rltcri vaii r uaikarr lapor atl uacia set;aii akirir' talruir riicilHcrliri
pelai<sanaan tugas iebagaimana dimaksud pada huruf a sampai liuruf
e, kepada Gubernur dengan memberikan tembusan kepada Menteri
Da--l-.,om,-^ ^h A h^.^rlr Nladar. rla n pafamcoi Elir^l,r-.i

r14r' IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKASN
diL'ebankan pada Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah (APBD) yatrg
dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat
Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1A,



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal B

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang firengetahuinya. rnemerintahkan trengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

padatanggal aA tJU(l
lry cuaenwuR NUSA TENGGA

It
2016

l"-v
FRAI{S

Ditrnclangkan cli Ktrpang
pada tanggal 0agU Ct 2ot6

PROVINSI NU

Vpnnxstsxus sALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR


